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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR 24 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI NOMOR PER.10/MEN/V/2009 TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA 

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang  : a.  bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap calon 

tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang 
bekerja di luar negeri maka, Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 
tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan 
Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia perlu dilakukan perubahan; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri; 

 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4445); 
 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756);  

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; 
 

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat 
Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;  
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6. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  
Nomor PER.32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 
Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia;  
 

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.33/MEN/XI/2006 tentang Tata Cara Penyetoran, 
Penggunaan, Pencairan dan Pengembalian Deposito Uang 

Jaminan;  
 

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, 

Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 90); 

 

9. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif  
Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 970);  

 

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 
2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882). 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.10/MEN/V/2009 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN 

PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN 
TENAGA KERJA INDONESIA. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan 
Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diubah 

sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 2 huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 

i. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup 
dari penanggungjawab (Direktur Utama atau Presiden Direktur) yang 

menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi 
hukuman pidana dan tidak pernah dijatuhi sanksi administratif 

berupa pencabutan SIPPTKI berkaitan dengan penempatan TKI di luar 
negeri;  

 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

 

i. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup 
dari penanggungjawab (Direktur Utama atau Presiden Direktur) yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman 

pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri; dan  
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3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 16A 
 

PPTKIS yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan 
SIPPTKI, maka Penanggungjawab PPTKIS tersebut dilarang menjadi 

penanggungjawab pada PPTKIS lain untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.  
 
 

Pasal II 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Desember 2014 

 
MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

M. HANIF DHAKIRI 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2014 
 

MENTERI 
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

YASONNA H LAOLY 
 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1884 


